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EEPUTULAR
- HALIEOTA ROTA PADANG

b

MOMOR /3 TAHUN 1999
TENTANG

TATACARR PEHUNDUTAN, PENYETORAM RETRIBUSI, PAM PEVRERIAM
BIAYA OPERASIOMNAL BADI PETUGAS FELAYAMAM KARTH TaMDA PEMDUDK (KTP)
BERPASANEAM PERATURAM DAERAH MDROR 5 TAHIM 1590 TENTAKTE PENVELENGHARAAN
PEMIAFTARAK PENIIBUE DALAH KERAKGHEA SISTEH INFORAASI BRAMAJEWREN KEFEMHDUDLURKAM

HALIEOTA EOTA PADANG

A :

Meniwbang : a. bahwa duslawm ranghks pelakesnsuyn Pepaturen Daerah

Hotasmadys Doarabh Tingksat II Padang Homor 5 Tahun

19906 dun untuk menenuhi wakeud surst dari Sekisn

Pepdapri Tonpgal 21 Jull 18808 Homor 470/2308/

PUOD tenteng Penvelsnyparsun Penvdafteran Pendu-

duk Delam Kerasnpks (SIMOUJER) perlu diavwr tLals-—

cara Pemungutan, Penyetorasn retribusi dan Pem-

berisn Biasva Operssional bagi Pelbuges pelaksens

- pelayanan Kartu Tanda Pendudul (KTP) dengen

By tuinan lebibh meninghkatkan peleyunan ETP dan

- mencegah bterjadinye pungutan lain diluver keton-
tuan yeng berlakwu;

b. bshwa untuk mencapai mnaksud teresebul pads hurul
g diatas, perlu distur dengan Keputuean Walikotsa
Eote Padang.

Mengingat : 1. Indung-Undeng Nomor £ Tahun 1866 tentang Pem—
B pentukan Dasrsh dLonom Hots besar dalam lingkun-
ks gon TFProplnsi Sumaters Tengsh (Lembaran Hegara

Tahun 1966 Homoxr Z0) Yo FPerabturan Femerintah
Womor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan batag
wilayah Eotamadva Daerabh Tingkat II Padang;

2. Indang-undang Homor 18 Tshun 1887 tentang
Pajak dan Retribusli Dasrsh (Lembarsn Hegers
Tahun 1987 Homor 41 Tambahan Lembaran Hegars
Homor 3635

A. Undang-Undang Momor 2% TPshun 1989 tentang
Pemerintahan Dasrah {Lembaran [legara Tehun 1208
Homor &0 Tambshan Lembarsn Hegura Nomor 3839);

4. Undang-Undang Homor 20 Tahun 18399 tentang
A Perimbangan RKeuangan antars Pemerintah Pusat dan
| hiperah (Lesmbaran Negara Tahun 1998 HNHomor 72

Tambahan Lembaran Megars NHomop 3848);

6. Peraturen Femerintah Romor 2¢ Tahun 1987 tentang
Retribugsi aerch (Lesbaren fegare Tahun 18597
Romor 55 Tambahan Lembaran Begars Nomor 3692)



A

‘Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tehun 1875 tentang

Pengurusan Pertanggungiawaban dan Pengawngan
Kenangan Daersh; :

. Peraturan Pemerintah Nomor € Tehun 1988 tentang

10.

11.

Pelaksanaan Roordinesl Reglatan Instangl Verti-
kel di Daerah {(lembaran Negara Tahun 1288 HNomor
10 Tambahasn Lembaran Hegara Nomor 3373);

Reputusan Presiden MNomor 44 Tehun 1858 tentang
Teknie FPenyusunan Peraturan Perundang-undangan
dan Bentuk Rancangen Undang-undang, Rancangan
Peraturan Femerintah dan Rancangan - Keputusan
Preciden;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
18988 tentang Prosedur Penestapan Produk-produk
Hukum dilingkungan Deparitemen Dalam Hegeri;’

Reputusan PMenteri Dalam Negeri Homor 28 Tahun
1982 tentang Pedoman Orzanisaei dan Tatakerja
Sohretarist Eabupaten/Eotamadya Dasrah  dan
Sekretariat DPRL; : :

Eeputuﬁan. Menteri Dalam MNegeri Nomor 382 Tahun
1992 tentang Pedoman Crganisusl Dnes Deserah;

. Peratursn Daerah Kota Fzadangz Nomor & Tahun 1890

tentanz Penyelenggaraan Fendaftaran Penduduk
Dalem RKerangka Sistem Informasi Manajemen Eepen-—
dudukan Belam Fotamadya Daerah Tingkat 11 Pedang
(Lembarsn DReersh Nomor 29 Tahun 1997 Nomor Seri
C-11); '

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN WALIROTA XKCTA PADANG TENTANG TATACARA
PEMUNGUTAN, PENYETORAN RETRIBUSI, DAN PEMBERIAN
BIAYA COPERASIONAL BAGI PETUGAS PELAYANAN EARTU
TANDA  PENDUDUE (RTP) BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH HOMOR 5 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGAR-~
AAR PENDAFTARAN PENDIIAIE DALAM KERANGEA SISTEM
INFORMASY MANAJEMEN REPENDUDUEAR.

BAB 1
ERTENTUAN UMOM
. Papal i

Dalam Keputuzan inl vang dimakeud dangan_:

1.
2

Deerah =2dalsh Kota Padeang:

Pemerintah Dﬁﬁr&h sdalah Kepala Daersh besgsrta
Perangkst Deerah Otonom lain, esebagai Badan
Ekzeakutif Deerah;

. Kepala Daerah adalash Wajiikota Kota Padanﬂ;

. Retribusi ETP mdalah retribuei KTF yang &ite—

tepkan dalam Perda Homor 5 Tahun 19585, yaitu
Rp.b. 000, ~/per KTP termasuk biaya formulir;



5. Petugas pelavanan EIP sdalsh petugas 5p&1&kﬂana

{1)

(2)

(3)

(4)

(D)

{8)

{7}

di tingkat Xelurahan, kecamatan den di tingket
Kota Fadang;

. Bendaherawan . penerime adalah Bsndaharawan

Penerima di Baglan Tata Pemerintahan Sekre—
tariat Rota Padang* .

BaB Y1

THI!EﬁH& PEMINGUTAM DAN
PENYETORAN RETRIBUSI ETF

Pasal 2

Pemungutan retribuei EKTP coleh petugss di
Kantor Lurah kepada penchon/penduduk dilakukan
radea sast Ppengajusn permchonan KTP  sebessar
Bp.5.000,- por lembar dengan mRenggunskan
kwitanpi terdtentu (1 lsmbar asli wntuk vansz
hersangkuten, lembar ke-2 aregip Lursh) dan
dibukuken dalam buku pensrimasn retribﬂﬂi KTP
gecara teratur.

Patugas Eelurahan menyetorkan . sebssar
Rp.4.040,- per ETP kepada petugas Kecamatan
dengan menggunakan bukti setoran tertentu (1
lembar asli untuk petugas Kecamatan, lembar
ke-2 ewrsip Lurah) dan melampirkan berkas
parmohonan KTP, dieamping mencatsat pada buku
setoran Retribusi HTP secara teratur.

Siss Rpll*ﬂﬂﬂ.n per RETP dipergunakan langsung
gecara teratur untuk biasya operasional petugas
pelayanan RIP di Kantor Lurah.

FPetugas pelayanan ETF di EKantor Camat menye-—
torkan Retribusi KIF kepada Bendaharawan
Penerima di Bagisn Tetsa Pemerintahan sebesar
Rp.3.500,- per lembar ETP dengan menggunakan
bukti sstoran (1 lembar asli untuk Bendaharsa-
wan, lembar ¥e-2 untull arsip Camat} dengan
melampirkan berkas permohonan KTP. -

disz Rp.500.- per KTP Jdipegrgunakan langsung
BESCADrA terntur untuk biava operasiocnal patugas
velayanan ETP di Kantor Camat.

Bendaharawan Penerima Bagisn Tata Pemerintahan
menyetorkan Retribusi KTP sebesar Rp.3.000,-
kea ERap Pemerintah Kota FPadang Besu&i kaeten—
tuan herlaku

Sisa Rp.500,- per KETP dipergunaksn - lengsung
secara teratur untuk bilaya operasionsl petuges
pelavanan HTP di tingkat Kota TPadang.

€



¥

BAR IIX

PEHBERIAN EIA&E'DPERAEIBH&L-HEEI PETUGAS

(1)

{2)

(3)

(4)

{(6)

(1)

(2}

Panal 3

Pemberian Biaya (perasional adalszsh Blaya
Operaglonal Pelayvanan KTP yang denenya diambil
kan langsung dari hesil penerimsan KTP tanpa
dipetorhan dulu ke Kas Pemerintah Daersh Enta

Padang.

Perincian ypemberian biaya operasional bagi
patugas Kalqrahan : .

a, Lurah Rp. 350.- per KTP

b. Petugas EKp.300,- per KTP

c. Sekretaris Lurah Rp.200,~ per ETP

d. Keperluan lain-lzin Rp. 150 por HTP

Perinclan pemberian biaya uparaaiﬂnal ‘bagi
petugas Kacamat&r 5

a. Camaib Rp.Eﬂﬂ.— per KTP
b. Petugas Rp.1B0, per EKTP
c. Sekretaris Camat Rp.7b5,- per KTP
d. Reperluan Lain-lsain Rp.75.- posr KIP

Perincian pemberian biays operasipnal .bagi
petugas tingkat Rota Padang: . :

a. Tim Pembina Rp.75,- per KTP. |

b. Petugas Ekomputerisasti Simduk Rp.200,-: per
TP

o. Petugas pelaksana non kﬂmputeriﬂaﬂi Simduk
Rp.125,~ per ETP

d. Keperluan lain-laln Rp.100,- per ETF.

Jangks waktu pembayaran Biaya  Operasionsl
tersebut peda syat (2}, {3) dan {(4) distas,
dapat dibayarksn sepusl dengan dana yang
teraedia dan kebutuhan, menimsl 1 (satu) keli
dalam 1 (satu} bulan. ;

BAB XV
KETENTUAN DPENGAWASAN

Pasal 4

Walikota dan/atau pejabat yang ditunjulk mels-~
kukan pangawasgan terhadap palakeanaan Kermtu-
san lni.

Petuges Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (ETP)
baik ditingkat Relurahan, EKecamatan dan ting-
ket Hota vang menyalahi pelaksanaan pungutean
pelayenan Kartu Tanda Penduduk (BTP) terhadep
masyerskat, dikenskan eankel sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat
Eeputusan ‘Walikots Kota Padang Homor
SK.188.456.08.171-1998 tentang Pelayvanan Pem—
puatan Rartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Sistem Manual dl Kotamadya Daerah Tingkat Il

Fadang, dinyatakan dicabut dan tidak Berlaku
lagi.

(2) Eeputusan ini mulal berlaku pada  tanggal
diundangkan.
Agar setlap orang mengetahulnya dan memerin-
tahkan pengundangan keputusan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Eota
Padang.

Ditetaprkan di Padang
rhda tanggal : Bsdcmpbee 1999

WALIKOT QOTA PADANG
‘ \7ﬂ
Pra.H. ITYEMN RAIS, MS

Tembusgan Yih :

1. Gobermur Propinsi Sumsters Barat;
2. Ketus DERD Kotz Padang;

3. Kepala Itwilko Padang;

4. Camst Se-FKote Padang:

6 Lorsh Se-Kots Padang:



